
1 

 

 

 

 

 

 

 
BUPATI PASURUAN 

 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 14 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI PASURUAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, dalam rangka penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

diperlukan Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana huruf a di atas, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 

di Djawa Timur (Berita Negara tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 



2 

 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara; 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara; 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah; 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa; 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelengaraan 

Pemerintahan Daerah; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa; 



3 

 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

2. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
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memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

dengan BPD adalah BPD desa yang bersangkutan. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang 

berada di Kabupaten Pasuruan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam 

Peraturan Desa. 

9. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok 
kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh 

pemerintahan desa dalam penyusunan dan penetapan 

APBDesa. 

Pasal 2 

Pedoman Penyusunan APB Desa, meliputi : 

a. pengertian; 

b. pokok-pokok kebijakan penyusunan APBDesa; 

c. teknis penyusunan APBDesa; dan 

d. hal lain dalam penyusunan APBDesa. 

Pasal 3 

Pedoman Penyusunan APB Desa dimaksud dalam Pasal 2 

sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 

 

Ditetapkan di Pasuruan  

pada tanggal 28 Mei 2015  

BUPATI PASURUAN, 

            ttd. 

M. IRSYAD YUSUF 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 28 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PASURUAN, 

           ttd. 

AGUS SUTIADJI 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2015 NOMOR 14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


